
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
NOMOR l)!) TAHUN 2017 

TENT ANG 
PENETAPAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) 

SANG.t\Dl D-AN PERANGKAT DESA 
TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) 
Peraturan Pernerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
perubahan Peraturan Pernerintah Nomor 43 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 
T~h11n 2014 tPnt~ng D~ perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penghasilan Tetap 
Sangac:ti dan Perangkat Desa Tahun 2017; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Pernbenru kan Kahupaten Bolaang Mongnndow Timur di 
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4876); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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Menetapkan : 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 4578}; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 
.6.- Tahu:n -2014 .tentang D=>...s.a. -~Lembara:n -~~ru;a .P.ep:i.J.blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagafmana telah diubah 'beberapa ·rcari teraiiliir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa, '(Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 
.tentang Penetapan Prioritas, Dana .Desa, ,fB.P...r.ita. .:NP.._gSJ:a 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten BoTaang 'Mongondow 
Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017; 

-13 .. Peraturan Bupat! Bolaang }.dongnnd!J.l1..r Timur .No.mo:r .6...1 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 
TUNJANGAN PENGHASILAN TETAP (SILTAP) SANGADI 
DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2017. 

t 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
(1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang 
'Mongondow'Tfmur. 

(3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
(4) Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 
.dan .melaksanakan .tugas.dari Pemerintah .dan P.emP..,cintah Daerah .. 

(5) Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kepala 
Urusan/Kaur dan Kepala-Kepala Dusun. 

(6) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
'kepentfngan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

(7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes 
adalah himpunan pendapatan yang diperoleh Desa dan pembelanjaan 
¥ang .dilakukan .oleh Desa .selama .1 -~S2.tu.). Tab..un .berjalan ¥2.ng 
ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa. 
Penghasilan Tetap atau disingkat SILTAP adalah penghasilan 
perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang 

· diberikan kepada perangkat Desa atas beban kinerja dan diberikan 
seffap 'bulannya. 

(8) 

BAB II 
JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN 

Pasal 2 

(1) Pengalokasian Penghasilan Tetap Tunjangan Sangadi dan Perangkat 
Desa dialokasikan pada APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana 
Desa (ADD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 
2017 . 

. P.enghasilan Tetap .sebagaimana ~ang .dima};;sud .pada .a.yat .(l} 
diperuntukkan bagi Sangadi, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala 
Seksi dan Kepala Dusun Dalam Desa yang bersangkutan. 
Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila ada 
sangadi, Sekdes, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun yang 
'berstatus PegawaI Negeii SfpII '(PNSJ, 'bafk devinftff maupun Penjabat 
Sementara (Pjs) maka yang bersangkutan harus memilih salah satu 
tunjangan yang akan diterimanya. 

(3) 
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c. 
d. 

Kepala Urusan sebesar 
KepaJa Sel"{si 
Kepala Dusun sebesar 

Rp. 3.000.000,- Perbulan; 
Rp. 2.100.000,- Perbulan; 
Rp. 1.500.000,- Perbulan; 
Rp. 1.500.UOU,- Perbulan; dan 
Rp. 1.500.000,- Perbulan. 

(4) Besaran penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati 
dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 
a. Sangadi disesuaikan dengan kebijakan besaran Anggaran; 
.b, ZO.O/o..{tuj.uh .µuluh .pe~se~atus} .untuk .Sekretaris.Desa, .berdasaskan 

perkalian dari Penghasilan tetap Sangadi; 
c. SOo/o (lima puluh per seratus) untuk Kepala Urusan. Kepala Seksi, 

dan Kepala Dusun berdasarkan perkalian dari Penghasilan tetap 
Sangadi; 

Besaran Penghasilan Tetap .sehagaimana .dimaksud .ayat, .{1~ .dan .a.y..at 
(2) adalah sebagai berikut: 
a. Sangadi sebesar 
b. Sekertaris Desa sebesar 

e. 
( : 

BAB III 
MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP 

PERANGKAT DESA 
Pasal 3 

( 1) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dibayarkan sesuai 
dengan 'tahapan pencairan 1\DD metalui R'ekening Kas Desa, 

(2) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) dilakukan oleh Bendahara Desa. 

(3) Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan pembayaran 
Penghasilan Tetap ke setiap Desa, maka _penyaluran Pen_ghasilan Tetap 
Perangkat Desa dilaksanakan melalui Bank Penyimpanan Kas Desa. 

(4) Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa merupakan kesatuan 
dari ADD Desa yang dicairkan per tahap. 

/", (5) Alokasi Pencairan Penghasilan Tetap pertahap sebagaimana dimaksud 
,j pada ayat (4) dengan rincian: 

a. Tahap I 60% (enam puluh per seratus); 
b. Tahap II 40% (empat puluh per seratus); 

(6) Bukti penyaluran pembayaran merupakan bagian dari pertanggung 
jawaban atas Penghasilan Tetap Perangkat Desa. 

Pasal 4 
( 1) Pembayaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

ayat (2) dibayarkan oleh Bendahara berdasarkan Laporan · Kinerja 
Perangkat Desa dan dibayarkan perbulannya; 

·cz1 "Laporan 'Kfnerja sebagaimana dfrnaksud pada ayat '[I] merupakan 
bagian Dokumen Laporan Pertanggung jawaban penerimaan SILTAP ; 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan Tugas 
Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Desa. 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan 
tunjangan Penghasilan Perangkat Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan 
tidak berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

Ditetapkan di Tu t__:.1yp . 
Pada tanggal, I ~,w{'r\ 2017 

/BUPATI BOLAANG M~NGONDOW TIMUR\ 

Diundangkan di Tutuyan . 
Pada tanggal, , ,rdnrlJl"'-N 
EKRETARIS DAE 

Ir.Hi.MUHAMMAD ASSAGAF 

No Pengelola 

1. Bupati Bola.ang Mongondow Timur 

2. Waldl Bupati Bola.ang Mongondow Timur 

Se1r:retuts Daerah 3. 

4. Aalsten Bldang Pemerlntahan dan Kesos Setda Kah. Bol 
Mongondow Timur 

5. Kepala Dlnu Pemberdayaan Masyarakat Desa Kah. Bolaang 
Mo ndow Timur 

6. Kepala Bagian Hukum 
Setda Kah. BoJ.aan& Mongondow Timur 

7. Sekretada DPMD 
Kah. Bolaang Mongondow Timur. 

8. Kepala Bldang Pemdes DPMD 
Kah. Bola.ang Mongondow Timur. 

9. Kasubag Peru.ndang-Undangan 
Setda Kah. Bolaang Mongondow Timur 

Kasubld Pengembanga.n desa dan Kelurahan DPMD Kah. Bola.ang 
Mongondow Timur 10. 


